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LAMPIRAN Vi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
TENTANC
PETUNJUK TEKNIS KAWASAN JAMBU METE
TAHUN 2023 REVISI I

Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015 Tentang
Perkebunan;

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perianian;

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Renana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahunn 2022 -
2024;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.
484 /Kpts/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan kedua
atas keputusan Menteri  Pertanian Nomor

259/ Kpis/RC.020/M/7057/2020 Teniang Rencana
Stategis Kementernian Pertanian Tahun 2020 - 2024,
Peraturan Menteri Pevtanian Nomor

40/Permentan/0T.140/12/2020 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
S50/Permmentan/KB.020/9/2015 Tentang  Produksi,
Seriiikasi, Peredaran dan Pengawasan Benin Tanaman
Perkebunan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi
Petani;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019
Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenah Tanah;

.Peraturan Menteri Pertgnian Nomor 14 Tabun 2022 tentan

AVAL-2

Pedoman Umum Bantuan Pemerintan Lingkup Kementerian
Pertanian Tahuin Anggaran 2023;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor



B.

Pertaruan Nasional;
12.Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor: 209/KPTS/SR.320/3/2018 Tentang
Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

261 /Kpts/SR.310/M/4/2019 Tentang  Persyaratan
Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenah Tanal;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
1G4 /KPTS/HKE 140/ M /2 /2020  Tentang  Komoditss

Tanaman Binaan Kementerian Pertanian;

15. Kepmentan No 12 tahun 2018 Tentang Pedoman
Produksi dan Sertifikasi Benih Pelaksanaan Program
Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
Berkelanjuiary,

16. Kepmentan No 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Produksi

dan Sertifikasi Benih Pelaksanaan Program Peningkatan

AL

Produksi Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

17.Kepmentan No 327/KPTS/KB.020/10/ 2015 Tentang
Pedoman Produksi Sertifikasi, Peredaran Dan
Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete;

i3. Keputusan Direkiorat Jenderal Perkebunan Nomor
253/Kpts/RC/9/2021 Tanggal 13 September 2021
tentang Rencana Stategis Pembangunsn Perkebunan
2020 - 2024;

19. DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran
2023 No. 018.05.1.238830/2023.

Latar Belakang

Kegiatan pembangunan perkebunan, selain merupakan sumber
kesejahteraan petani dan keluarganya, sgigk tahap investasi
sampai dengan proses operasi, kegiatan pengusahaannya
berperan  strategis dalam  pemecahan agenda  besar
pembangunan ekonomi nasional, seperti penciptaan kesempatan
kerja, penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah,
ekspor, f{ermasuk kemampuannya  sebagai  daya  dorong
tumbuhnya kegiatan ekonomi terkait.

Usahe perkebunsn sebagat salah sstu sub- sekior dari sektor
pertanian yang hasil produksinya untuk bahan baku industri
atau untuk ekspor, ditinjau dari bentuk pengusahaannya terdiri
dari usaha perkebunan rakyat dan usaha perkebunan besar.
Pada tahun 2020, secara nasional areal tanaman perkebunan



tahunan dan penyegar.

Dengan peran yang cukup strategis tersebut, agar kegiatan
usahg perkebunan dapat berlangsung menguntungkan secara
berkelanjutan dan memenuhi persyaratan permintaan pasar,
maka perlu ditempuh upaya penerapan praktek pertanian yang
baik {Good Agriculture Practices/GAP). Penerapan GAP usaha
perkebunan besar menjadi tanggung jawab masing-masing
perusahadan dan tugas pemerintah iebih bersifat pelayanan,
penciptaan iklim dan pen gawasan. Sedangkan pada usaha
perkebunan rakyat, pemerintah berperan dalam  fasilitasi,
bimbingan dan pendampingan, agar pekebun mempunyai akses
kepada berbagai kemudahan yang diperlukan dan mampu
mewujudkan langkah penerapannya.

Dengan ciri umum dan peran strategis serta ruang lingkup
cakupdan komoditl tanaman ahiunan dan penyegar yang cukup
luas dimaksud. Oleh sebab itu, maka paket kegiatannya selain
fasilitasi pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, secara
simultan perlu pula dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat
lintas fungsi, lintas sektor, lintas wilavah, dan multilateral.
Mengingat pengusahaan komoditi jambu mete merupakan
komoditi yang sebagian besar diusahakan oleh rakyat, sehingga
periu dilakukan suatu kebljakan peremajaan dan periuasan
jambu mete rakyat dalam rangka pemulihan perekonominan

4

nasionz! secara umum dan perekonomian  petani  secara
khususnya.

lan) . «

rujuan

Tujuan dari kegiatan kawasan jambu mete tahun 2023 adalah

meningkatkan produksi den produktiivitas dengsn sasaran
masyarakat penerima bantuan pemerintah. Adapun indikator
keberhasilan kegiatan ini adalah tersalurmya bantuan

L5402

pemerintah kepada masyarakat.

Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud:

1. Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Unsur Pelaksana
pada Kementerian Pertanian yang membidangi
pengembangan tanaman jiambu mete;

2. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi Perkebunan di
Provinsi pengembangan tanaman jambu mete dengan
keanggoiaan terdin dari unsur-unsur ierkait;

3. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi



(o)}

SJ')

10.
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12.

13.

14.

dart unsur-unsur terkait di Kabupaien/ Kota;

. Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat yang

memenuhi pergyargtan sesual Permentan No. 34 Tahun

FESLUI SV LUS DS O 7 adadi 22 PRES S

2021.

. Calon penerima dan calon lokasi vang selanjutnva disebut

CPCL adalah daftar penerima dan lahan yang diusulkan
untuk ditetapkan menjadi penerimna bantuan;

Periuasan Tanaman Jambu Mete adalan pengembangan
tanaman jambu mete di lahan bukaan baru yang secara

agroklimat sesusi untuk budidaya tanaman jambu mete;

maliZl —laiia Laia

. Peremajaan tanaman jambu mete adalah penggantian

tanaman mati/tua/ rusak/terserang OPT dengan tingkat
berat/tanaman berasal dari benih asalan terhadap seluruh
populasi tanaman jambu mete;

Satker Pusail adalah Satuan kega Direktorat Jenderal
Perkebunan yang mengelola Anggaran Pusat;

Satker Daerah adglah Satuan Kerja Dinas yang membidangi
perkebunan Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diberi
kewenangan mengelola anggaran Tugas Pembantuan (TP)/
Dekonsentrasi {Dekonj;

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adaian pejabat yang memperoieh kuasa dan PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab

peEngguUnasn
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ngs an gnggaran pada Kementerian Negarzs/lembaga
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yang bersangkutan;

.Peiabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibaikan pengeluaran atas beban APBN;

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya dissbut PPSPM adzlah peizbat yang dibert
kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas
Surat Perintah Pembayaran {SPP| dan menandatangani Surat
Perintah Membayar (SPM};

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBNj, yang
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan

dan pengeluaran dslam rangkas pelakssnaan tugas
pembantuan;

Tim Teknis adalah petugas pusat dan daerah yang ditetapkan
oleh KPA Direktorat Jenderal Perkebunan atau Dinas yang
membidangi perkebunan di tingkat provinsi/kabupaten;



maii, kotoran newan dan/atau baglan hewan, dan/ atau
limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa,
berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan
mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk
meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah,

serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/ atau biologi tanah;

.....

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA,

TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A Dcm“*c‘t« 3!‘*"(—1 1o Dama«vr\fr\k
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Instansi Pemberi bantuan pemerintah pada kegiatan
pengembangan kawasan jambu mete vaitu Direktorat Jenderal

37 =T

Perkebunan, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten /Kota.

B. Bentuk Bantuan Pererinian
a) Jenis Bantuan

1) Jenis bantuan pada kegiatan perluasan tanaman jambu
mete meliputi benih siap tanam, Pupuk Organik, Herbisida
dan Knapsack Sprayer;

2) Jenis bantuan pada kegiatan peremajaan tanaman jambu
mete meliputi benih siap tanam, Pupuk Organik, Herbisida
dan Knapsack Sprayer;

b) Bentuk Bantuan
mesin.
¢} Spesifikasi Barang

Spesifikasi teknis barang yang digunakan pada kegiatan

pengembangan kawasan jambu mete sebagai berikut:

1} Spesifikast venin jJambu melte :

- Benih siap tanam/salur

- Renih hergsalt darf vgrietge uincol:
FoTLLARL LlliaEal Uil vallolds Liiggidld,

- Bersertifikat dan berlabel, sesuai kepmentan No.
327 /Kpts/KB.020/10/2015 tentang pedoman produksi,
sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman
jambu mete

2j Pesusida {Herbisidaj:

- Sesuai standar SNI untuk masing-masing jenis pestisida;

Terdafiar dan mendanst izin dar Menteri Pertanian
tergaliary o5 MENGRPRL IZITn Q8 MEenieq: rerignian,

3) Knapsack Sprayer :
- Jenis elektrik/manual/semi-elektrik;
-  Memiliki standar SNI.



-  Berdasarkan Persayaraian Tekms Muirnirnal No.
261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang persayaratan
minimal pupuk orgenik, pupuk hayati dan pembenah

tanah;
- Terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Lokasi, luas areai dan voiume kegiatan sesuai pada Petunjuk
Operasional Kegiatan {POK) Ditjen. Perkebunan Tahun Anggaran
2023, {format padsa lampiran 1),
D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
Penerima bantuan kegiatan pengembangan kawasan kopi
mengacu pada Permentan 14 Tahun 2022 tentang Pedoman
Umum Baniuan Pemeriniahh Lingkup Kemenierian Pertanian
Tahun Anggaran 2023. Adapun Persyaratan penerima bantuan
sebagai berikut:
a. Syarat Administrasi
Calon Penerima dan Calon Lahan sudah dinvatakan
memenuhi syarat pada usulan melalui mekanisme proposal
elektronik. Apabila terjadi perubahan usulan calon penerima
dan calon laban saat e-proposal  belum  dibuka, maka
dilakukan verifikasi secara manual dan harus diusulkan
kembali melatul mekanisme proposal elekironik.
b. Calon Penerima
Calon Penerima {(CP}, masvarakat yang memiliki KTP dan
tergabung dalam suatu kelompok yang terdaftar sesuai
ketentuan;
¢. Calon Lanan {CLj
Syarat lahan penerima bantuan mencantumkan titik
koordinat di tingkst kelompok. Adapun svarat teknis lghan
sebagai berikut :
1) Perluasan Tanaman Jambu Mete
Daerah sasaran perluasan jambu mete adalah daerah lahan
bukaan baru yang secara agroklimat sesuai untuk
pengembangan jambu mete;
2) Peremajaan Tanaman Jambu Mete

Daerah sasaran kegisian peremajasn tanamean jambu mete
adalah daerah sentra produksi jambu mete, dengan kondisi
tanaman ftua/ rusak/ tidak menggunakan bahan tanam

unggul.



E.

Tala Keloia Bantuan Perneriniah

Kegiatan pengembangan kawasan jambu mete dilaksanakan oleh

Satuan Kerja {Satker] Pusat dan Satker Tugas Pembantuan (TPl

Satker Pusat meliputi Satker Kantor Pusat dan Satker Kantor

Daerah {UPT Pusat), sedangkan Satker TP meliputi Satker Dinas

yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan

dengan baik dan sesual ketentuan, maka periu diatur tata keloia

antar instansi yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebagaimana
urzian berikut.

i. Kegiatan dilaksanakan oleh Satker Pusat
1) Kantor Pusat Ditienbun

a) Menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk teknis
pelaksanaan pengembangan kawasan jambu mete;
D] Meneiapkan um iekiis  pusail/  provinsi/kabupaten,
melalui surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;

¢} Melakukan sosialisasi kegiatan bersama tim teknis;

d) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan;

e} Melakukan pemantauan, monitoring dan pengendalian
kegiatan serta membantu mengatasi permasalahan yang
dihadapi ditingkat lapangan;

f) Melakukan verifikasi dokumen dan/atau verifikasi

lapangan terhadsp usulan Cslon Petani dan Calon
Lahan (CPCL};

gl Menetapkan Penerima Bantuan melalui surat
keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

nj Menyusun igporan perkembangan hasi pemantaudan
dan pengendalian serta perkembangan kegiatan.

UPT Pusgat

a) Menetapkan tim teknis pusat/ provinsi/kabupaten,
melalui surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;

b) Melakukan sosialisasi kegiatan bersama tim teknis;

c) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

[

keglatan;
d) Melakukan pemantauan, monitoring dan pengendalian
kegiatan serta membantu mengaiasi permsasslahan yang
dihadapi ditingkat lapangan;
Melakukan verifikasi dokumen dan/atau verifikasi
lapangan terhadap usulan Calon Petani dan Calon

Lahan {(CPCL);

)
o



3)

T

keputusan  Pejabat Pembuat Komtmen {(PPK) dan
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

g} Melakukan pengawalan, pendampingan
pengendalian kegiatan;

h} Menvusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

o
0
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i

Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi

aj Mengusuikan im ieknis provinsi, meiaiul surat kepala
dinas yang membidangi perkebunan kepada kepala Unit
Kerja satker pusat/balal;

b) Melakukan sosialisasi, identifikasi dan verifikasi Calon
Petani dan Calon Lahan (CPCL) terhadap usulan CP/CL
dari dinas kabupaten/kota;

c) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatlan;

d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Dinas vang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota

a) Mengusulkan tim teknis kabupaten, melalui surat
kepala dinas yang membidangi perkebunan kepada
kepala Unii Kerja saiker pusai/balai;

b} Melakukan sosialisasi, identifikasi dan verifikasi Calon
Petani dan Calon Lahan {CPCL} terhadap usulan dari
calon penerima bantuan;

¢} Menvampaikan SK Usulan CPCL kepada Direktorat
Jenderal Perkebunan Cq. Direktur Tanaman Tahunan
dan Penyegar dengan tembusan Dinas Provinsi untuk
kegilatan yang berada di satker kantor pusat atau
menyampaikan kepada Kepala UPT Pusat untuk
kegiatan vang berada di Satker Kantor Daerah;

d) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan;

e} Melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan
kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Tanaman

Tahunan dan Penyegar.

) Kelompok Tani/Kelompok Masyarakat dan Lainnys

i
f

Uiz 1giisy/

a) Menyampaikan  usulan  kegiatan kepada  dinas
kabupaten/kota;

b) Melaksanakan persiapan lahan seperti pembersihan
lahan dan penyiapan lubang tanam;
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jambu meie seria melaporkan perkembangan keglatan
kepada tim teknis daerah/pusat.
Membantu menyvigpkan administrasi

oleh tim teknis.

el

rang dibutuhkan

=

ii. Kegiatan dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP)
Daerah
1) Ditjen Perkebunan

€)

Menylapkan Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
Melakukan  sosialisasi kegiatan bersama  dinas
perkebunan provinsi/Xabupaten /Koty

Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan;

Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi
kegiatan;

Menerima  laporan satker daeraii dan  mmelaporkan
perkembangan hasil pemantauan dan pelaksanaan

o o
kegiatan kepads pimpinan.

2) Dinas Provinsi

a)

c)

Menetapkan tim teknis yang terdiri dari dinas provinsi
dan kabupaten/kota melalui surat keputusan kuasa
Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi Calon
Petani dan Calon Uahan {CPCL}, pemantauan,
pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan di
satker Provinsi dan membantu mengatasi permasalahan
vang dihadapi bersama-sama dinas kabupaten/ kota;

Menetapkan CPCL melalui surat keputusan Pejabat

TeT RV >

Pembuat Komitmen (PPK} dan disabkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran untuk kegiatan yang dialokasikan
di Satker Provinsi;

Menyiapkan dan melaporkan perkembangan kegiatan
secara herkala yang ditujukan kepada Direktur Jenderal

Perkebunan.

3) Dinas Kabupaten/Kota

aj

b)

Mengusuikan iim teknis kabupaten/koia kepada kepala
dinas provinsi untuk kegiatan yang dialokasikan di

=% tt-.-r';,r-'.‘p: Q:r -
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Menetapkan tim teknis melalui surat keputusan kuasa
pengguna anggaran untuk kegiatan vang dialokasikan di
satker kabupaten/kota;

Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CPCL;



kegiatan yang dialokasikan di Satker Provinsi;
e) Menetapkan CPCL melalui surat keputusan Pejabat

Pembust Kamitmen (PPK) dan disahlan oleh Kugsa
remaual Aomilineil (rrn; G8n Gis Gifl AU&S2

Pengguna Anggaran untuk kegiatan yang dialokasikan
di Satker Kabunaten/Kota;
f) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian
kegiatan;
gj Menviapkan dan melaporkan perkembangan kegiatan
secara herka}a yang ditujukan kepada dinas provinsi
Ao

+ Derlralyinor

Ak L LI SIS,

4) Kelompok Tani/Kelompok Masyarakat dan Lainnya
a) Menvampaikan usulan kegiatan kepada  dinas
kabupaten/kota;
b) Melaksanakan persiapan lahan seperti pembersihan
lahan dan penviapan lubang tanarn;
c) Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman

iommhir miote oerto slanarlan nerlbembanos et by
..... & LETTE Sl HEeIGaTEST EEegs f' N
gALLi 11ITLT BUIL=m 13ICA ara\“-m i f" CIECiiic Aggil Alpialail

kepada tim teknis daerah/pusat.
d} Membantu menyiapkan administrasi vang dibutuhkan
oleh tim teknis.

F. Penyaluran Baniuan Pemerintan
i. Mekanisme Penetapan Calon Penerima Bantuan

Melanigme nenstansn oalon nenerims hantusn nen
il aliisiiy PRIl LRivil pAN-RANZ 22228 [S Lo SR REsESY rJ

dibedakan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker
pusat dan satker daerah {Provinsi dan Kabupaten/Kota).
1} Kegiatan dilaksanakan oleh Satker Pusat
a) Calon penerima bantuan mengusulkan banfuan sesuai
kebutuhian kepada Dinas Kabupaien/Kota {(Format pada
Lampiran 2};

Kl Tim Teknis Kahunaten/YHota melaky
upaten/acia it

oy 2 iixl il = il
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usulan bantuan {Format pada Lampiran 3);

¢} Usulan vang telah diverifikasi dan dinvatakan
memenuhi syarat, selanjutnya ditetapkan sebagai
usulan CPCL melalui Surat keputusan Kepala Dinas
Kabupaten/Kota. Selanjutnya disampaikan kepada :
- Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan

d1+cr‘~.1~-1x~’rr~\~‘ Yr:-.-erJa kgpg‘,g ;J:—;?-,QQ Ts.—-—‘xv‘;xfx o- 111«1—111;_3-
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alokasi anggaran di satker kantor pusat;

- Kepala UPT Pusat dan ditembuskan kepada kepala
dinas provinsi untuk alokasi anggaran di satker
kantor daerah.



2)

Pusat menugaskan Tim Teknis Pusat danjfatau Tim
Teknis Provinsi melakukan verifikasi Usulan CPCL
{Format pada Lamipiran 5};

e} Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar/Kepala UPT
Pusat memberikan persetujuan terhadap usulan CPCL
yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat;

f) Usulan CPCL yang telah disetujut oleh Direktur
Tanaman Tahunan dan Penyegar/Kepala UPT Pusat
selanjuinya ditetapkan sebagai Penerima Bantuan oleh
PPK dan disahkan KPA,

Kegiatan dilaksanakan oleh Satker Provinsi

a) Calon penerima mengusulkan bantuan kepada Dinas
Kabupaten/Kota (Format pada Lampiran 2);

b) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
usulan bantuan (Format pada Lampiran 3j;

c) Kepala Dinas Provinsi menugaskan Tim Teknis Provinsi

2 ctnti’e 1e2lanl-rylranm 7, 8 lroat Aalbrime: torhadan rarrlan
untuk melgkukan verifikasi dokumen Lﬁ;hauai} usuian

CPCL dari Dinas Kabupaten/kota (Format pada
Lampiran 3};

d) Usulan CPCL dari Dinas Kabupaten/Kota yang sudah
diverikasi dan  memenuhi  syarat, selanjutkan
diietapakan sebagal caion penerima bantuan oieh PPK
dan disahkan oleh KPA,

Keoigtan dilaksanaskan oleh Satker Kshinsten

AR /IR FLUS SR &S R A A

a) Calon penerima mengusulkan bantuan kepada Dinas

b) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan veritikasi usulan
bantuan {Format pada Lampiran 3};

¢} Usulan yang telan diverifikasi dan dinyatakan memenuhil
syarat, selanjutnya ditetapkan sebagai calon penerima

I7I3A
o Sudal

bantuan cleh PPX dan disshkan oleh

ii. Distribusi

1)

Penyaluran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik

bantuan pemerintah

Mekanisme penyaluran  dalam  beniuk  uang  kepada

penerima bantuan sebagai berikut:

a. Penyaluran/pencairan dana bantuan pemerintah hanya
dapat dilakukan setelah PPK membuat perjanjian
kerjasama dengan penerima bantuan (format pada
jampiran 0] dan Surat Pernyataan Tanggung jawab
Mutlak {SPTJM) {format pada lampiran 7}.

b. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan



Cc. Pencairan dana DBantuan Pemerintah Sebagalimnana
dimaksud ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu
pelaksanaan Kegiatan.

d. Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima
Bantuan  Pemeriniait  dapat  diakukan  melalul
mekanisme UP, TUP, dan LS ke rekening penerima
bantuan;

€. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud yang nilai bantuannya di atas
Rp.100.6G6.600,00 {seratus juia rupilahj, dilakukan meiaiul
tahapan sebagai berikut:

- Tahap I sebesar 70% {tujuh puluh persen} dari
keseluruhan dana bantuan setelah perjanjian
kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan
dan PPK; dan

- Pembayaran Tahap II sebesar 30% f{tiga puluh
persen) dari keselmrunhan dana bantuan, dapat
dilakukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai
50% (lima puluh persen) dan pertanggungjawaban.
Pembayaran Tahap 1 sudah dunput ke dalam
aplikasi BAST BANPEM Kementan

Penyaluran baniuan pemerintah dalam bentuk Harang

Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk

barang sebagad berikut.

a. Penyaluran barang dilakukan setelah penerima bantuan
pemerintah menyvatakan bersedia menerima barang
sebagai barang hibah {contoh surat pernyataan
terlampir).

b. Penyaluran bantuan diakukan oleh penyedia barang
sampai ke penerima bantuan / titik bagi sesuai dengan
rontrak yang dilengkapi dengan surat jalan /DO dan foto
geo-tagging. Apabila titik bagi merupakan remote area
vang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, maka foto
tersebut dapat tidak memuat geo-tagging.

c. Penyedia barang mengajukan pemeriksaan dan serah
terima barang kepada PPK secara tertulis.

d. PPK menugaskan tim teknis untuk melakukan

emeriksaan barang @i titik bagi terhadap jumlah,

kriteria dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Hasil pemeriksaan barang oleh tim teknis dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan barang yang

ditandatangani tim teknis dan penyedia barang (format

pada tampiran 9j;



dengan harga pokok Darang dalam konirak di atas

Rp.100.000.000, harus dilakukan uji mutu dengan

ketentuan sebagal berikut ©

- Uji mutu dilakukan di Laboratorium yang
terakreditasi

- Pengupan muiu dilakukan sebeium {di pabrikj dan
sesudah diserahkan kepada penerimna bantuan.

- Pengambilan contoh untuk nj mutu dilaknkan oleh
Petugas Pengambil Contoh {PPC)} yang bersertifikat.

- Penyedia dapat menyampaikan hasil uji mutu di
pabrikan teritadap barang dengan kode produksi /
batch yang sama dengan barang yang akan
disalurkan kepada penerima bantuan.

- Apabila barang beilum memiliki hasil uji mutu di
pabrikan, maka harus dilakukan uji mutu sebelum
barang disaiurkan.

-  Pengujian mutu sesudah barang diserahkan
kepada penerima bantuan dilakukan pengambilan
contoh melalui uji petik untuk mewakili kode
produksi / batch barang tersebut

f. Pengadaan pupuk, pestsida dan pembenah tanah
dengan harga pokok barang dalam kontrak sama
dengan/kurang dari Rp.100.000.000 penyedia harus
menunjukkan hasil uji mutu di pabrikan sesuai
dengan kode produksi / batch vang dikirim kepada
penerima bantuan atau surat pernyataan bahwa
barang tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis
Sebagaimana fercantum dalam kontrak (contoh format
pada 1amp1ran 10}.

Hasil uji mutu yang dikelunarksn oleh laboratorium

0

disampaikan kepada Penyedia dan PPK yang disertai
surat pengantar hasil uji mutu, surat tugas PPC dan
berita acara pengambilan contoh

h. Pemeriksaan barang oleh tim teknis dilakukan di titik
Dagl yang dituangkdan dalam Berita Acara Pemneriksaan
(Format pada lampiran 9}, setelah dinyatakan sesuai
penyedia menyerahkan barang kepada penerima
bantuan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah
Terima Barang (format pada lampiran 11).

i. PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan (Format pada lampiran 12},
berdasarkan Bernta Acara Pemeriksaan.

1ii. Pendampingan Penggunaan Bantuan
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Pembinaan  pengguna  bantuan  diakukan secara
berkesinambungan, sehingga mampu mengembangkan
usaha secgra mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan
pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD dan atau
masyarakat.

Prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan agar memenuhi

kaidah pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

adalah:
- Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- Membebaskan diri dari prakiek korupsi, kolusi dan

nepotisme {KKN};
- Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, t{ransformasi
dan demokratisasi;
- Memenuhi asas akuntabilitas.
~ Pengendaiian
Pengendalian kegiatan pengembangan kawasan Pala
dilgkukan deng tujuan untuk mencegah termjadinya
penvimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu
pengendalian dilakukan seiak dari perencanaan hingga
pelaksanaan kegiatan.
Pengawalan dan Pendampingan

\%

Pengawalan dan pendampingan dilakukan untuk menjarmin
bantuan diterima oleh penerima bantuan dan kegiatan

dilgltsanglan sespai -ad§§'91 yang telah dw{atﬂﬁigp 3gh;ngga

bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat
dalam meningkatkan pendapatan dan keseiahteraan.

Pengawalan dan pendampingan dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Perkebunan, Balai, Dinas

Provinsi/ Kabupaten/Kota.

L

Mgnitorin
Pusat {Ditgen Perkebunan /Balai), Dinas
provinsi/kabupaten/kota melakukan monitoring, evaluasi dan
pelaporan secara berjenjang dan hasilnya dilaporkan kepada

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar.

A Wrralrraor
GO SAV3iTIgsT
il VA Lisd

o9
{
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il. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN

PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN

Al

D

PR U S ..w‘ooy.--

Mekanisme pertanggung}awaban bantuan pemerintah dibedakan
atas bantuan dalam bentuk uang dan bantuan dalam bentuk

w

"“r*"'m'r"n"x".nk'\“ antuan
a3 gia Ro Pemerintah

barang.
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2]

4)

S)

Pe

lainnya yang mermiki karakterisiik baniuan pemeriniai

Mekanisme pertanggungjawaban bantuan pemerintah dalam

bentuk bantuan uang sebagai berikut ;

1) Penerima dana Bantuan Pemerintah harus menyampaikan
laporan pertanggungiawaban bantuan kepada PPK setelah
pekerjaan selesai dan paling lambat pada akhir tahun
anggaran, meliputi:
aj BAST, yang memuat:

-jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa

dang;

- pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian
Keria Sama; dan
- pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah
disimpan.
bj Foto/video/ itk pekerjaan yang telan diselesaikan dengan
memuat geo-tagging.
¢} Menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam
aplikasi BAST BANPEM Kementan meliputi dokumen
BAST, SK Penerima, Rekening Penerima, dan jenis
barang, dan kuitansi pertanggungjawaban paling lambat
31 Desember 2023 atau paling lambat audited.
Apabila daecrah penenma Baniuan Pemennta merupakan
remote area yang tidak terdapat sinyal tele}xomumkaSI

diperboiehkan tidak memuat geo-tagging;

) Apabila terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun

anggaran {31 Desember 2023}, penerima Bantuan Pemerintah
harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke
rekening Kas Negara kepada PPK dan dilakukan mput pada
aphkasx BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian

ST nerianiian Yreria sgma

Tiigail Ui joiiljigil fRo i -4 cRizidh SCaggal ‘l}'dvumgﬂ

tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan;

Berdasarkan laporan pertanggungiawaban bantuan tersebut,
PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian
Pertanian seiciah hasii veridikasi sesual dengan perjanjian
kerja sama.

i} - o~ M A ~1. P - -
rtanggungiawaban Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang

Mekanisme pertanggungjawaban bantuan pemerintah dalam

bentuk barang sebagai barikut :

1)

Penyedia barang melakukan input dokumen BAST yang
dilengkapi dengan foto/video/film hasil pekerjaan yang telah



vy

3)

S
a2

6)

FTRITE R &

BAST BANPEM Kemenian pada saal banluan pemerintan
diserahkan di titik bagi;

..... izl .t' iiiUiddl IR lililgl:l RO
dalam aphk,am BAST bantuan pemermtah selambatnya 2 (dua)
minggu setelah hantuan diserahkan di titik bagi;

Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan
remote area vang tidak terdapat sinyal telekomunikasi,
foto/video/filmn  hasii pekerjaan  yang ielah  diseiesaikan
tersebut diperbolehkan tidak memuat geo tagging;

Dalam hs! pembayaran dilakukan dengan termin, realisasi
sisa pembayaran tahap akhir tidak dapat dilakukan apabila
dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan
Pemerintah Kementerian Pertanian;

Dalam hal pembayaran dilakukan sekaligus, pembayaran
tidak dapat diakukan apabila dokurnen BAST belum diinput
pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian
DPertanian.

Dalam hal bantuan pemerintah berupa barang telah selesai di
input dalam aplikasi BAST bantuan pemerintah, segera
dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah
(format pada lampiran 7).

. Ketentuan Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea,

retribusi, dan pungutan lain yang szh yang dihehankan nleh

aiiiS

hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kkontrak. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
harga kontrak.

. Sanksi

a. Sanksi diberikan apabila bantuan tidak dipergunakan

C.

.
cehamraimarna f"‘f"?r“"“!.“‘f!..f" gal TISTIESTITTIO armtrian Wall
SE€3 'Lgdi-“c‘“.“ POrUniuLgannys, pencriang bhantuan QJ‘b

mengganti bantuan tersebut sesuai dengan spesifikasi dan
peruntukannva.

. Sanksi selanjutnya, penerima bantuan yang bersangkutan

tidak akan diberikan alokasi bantuan untuk Tahun
berikuinya.
Apabila ada pelanggaran Pidana maka akan di proses sesuai

denean ketentuian yang herlaltm

A e S R A S

D. Moniforing dan Evaluasi



penerimaan bantuan dan pemanfaatan bantuan tersebut yang
dilakukan oleh Dinas Kabupaten/kota, Dinas Provinsi, UPT
Pusat dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

E. Pelaporan
a. Penerima bantuan melaporkan bantuan yang diterima mulai
dari persiapan, proses penerimaan bantuan dan pemanfaatan
bantuan (aplikasi bantuan) kepada dinas kabupaten/kota.
b. Perkembangan kegiatan dilaporkan secara berjenjang dari
dinas kabupaten/kota, provinsi dan Ditjen Perkebunan.

IV. PENUTUP
Petunjuk teknis ini disusun sebagai salah satu acuan
penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kawasan jambu mete, baik
tingkat pusat atau balai serta pihak-pihak terkait lainnya.
Petunjuk teknis ini berisikan gambaran pelaksanaan kegiatan
kawasan jambu mete mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, monitoring sampai dengan pelaporan.
Kesamaan tekad dan kerjasama pihak-pihak terkait disemua
tingkatan sangat diharapkan dalam mewujudkan keberhasilan
pelaksanaan kegiatan kawasan jambu mete.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

ANDI NUR ALAM SYAH



Lampiran 1. Lokasi Kawasan Jambu Mete

Kawasan Jambu Mete 3.700 | Ha
Perluasan Tanaman Jambu Mete 1.270 | Ha
Perluasan Tanaman Jambu Mete 1.270 | Ha
MALUKU UTARA 500 | Ha
1 | Kab. Halmahera Utara 150 { Ha
2 | Kab. Kepulauan Sula 150 | Ha
3 | Kab. Halmahera Barat 150 | Ha
4 | Kota Ternate 50 | Ha
DKI JAKARTA 770 | Ha
1 | Kab. Sukohatjo 100 | Ha
2 | Kab. Waonogiri 100 | Ha
3 | Kab. Gunung Kidul 100 | Ha
4 | Kab. Sumenep 100 | Ha
5 | Kab. Bangkalan 100 | Ha
6 | Kab. Buton Selatan 270 | Ha
Peremajaan Tanaman Jambu Mete 2.430 | Ha
Peremajaan Tanaman Jambu Mete 2.430 | Ha
DKI JAKARTA 1.980 | Ha
1 | Kab. Gowa 150 | Ha
2 | Kab. Bantaeng 300 | Ha
3 | Kab. Jeneponto 150 | Ha
4 | Kab. Muna 200 | Ha
5 | Kab. Bombana 150 | Ha
6 | Kab. Buton Utara 80 | Ha
7 | Kab. Muna Barat 200 | Ha
'9 | Kab. Buton Tengah 150 | Ha
10 | Kab. Lombok Barat 200 | Ha
11 | Kab. Lombok Timur 200 { Ha
12 | Kab. Dompu 200 | Ha
BBP2TP 450 | Ha
SURABAYA
1 | Kab. Flores Timur 150 | Ha
2 | Kab. Ende 150 | Ha
3 | Kab. Malaka 150 | Ha




Lampiran 1. Lokasi Kawasan Jarmbu Meie

£ | Kawasan Jamhu Mate 2700 Ha
1 | Perluasan Tanaman Jambu Mete 1.000 | Ha
1 | Perluasan Tanaman Jambu Mete 1.000 | Ha
1 | MALUKU UTARA 500 | Ha

1 { Kab. Halmahera Utara 150 | Ha

2 | Kab. Kepulauan Sula 150 | Ha

3 | Kab. Halmahera Barat 150 | Ha

4 | Kota Ternate 50 | Ha

2 DKL JREARTA 500 Ha

1 | Kab. Sukoharjo 100 | Ha

2 | Kab. Wonogin 100 ; Ha
' 3 | Kab.Gunung Kidul | 100 | Ha

4 | Kab. Sumenep 100 | Ha

5 | Kah. Bangkalan 100 1 Ha

2 | Peremajaan Tanaman Jambu Mete 2.700 | Ha
1 | Peremajaan Tanaman Jambu Mete 2.700 | Ha
1| DKI JARKARTA 2.25G | Ha

1 | Kab. Gowa 150 | Ha

2 | Kab. Bantaeng 300 | Ha

T 3 | Kab.Jeneponto | 150 {Ha

4 | Kab. Muna 200 | Ha

5 | K3b. Bombana 150 Ha

6 | Kab. Buton Utara 80 | Ha

7 | Kab. Muna Barat 200 | Ha

8 | Kab. Buton Selatan 270 | Ha

9 | Kab. Buton Tengah 150 | Ha

10 | Kab. Lombok Barat 200 | Ha

11 | Kab. Lombok Timur 200 | Ha

12 | Kab. Dompu 200 | Ha

2 BEBRPZTP 450 | Ha

SURABAYA

1 | Kab. Flores Timur 150 | Ha

2 | Kab. Ende i50 | Hs

3 | Kab. Malaka 150 | Ha




Lampiran 2. Form Usuian Calon Penerima Baniuan

Nomor T Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran : - Lembar
Hal . Permohonan Bantuan Kegiatan ..............

Yih.
Kepala Dinas .........
Kabupaten/Kota .....
di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :

NIK

Jabatan

Kelompok/Lembaga

Alamat

Dalarn rangka pengembangan komodltas ..... sesual poitensit vang kami
miliki, maka dengan ini kami bertindak atas nama kelompok/lembaga
menyampaikan permohonan bantuan kegiatan ..... Tahun 2023, dengan
rincian kebutuhan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, besar harapan kami permohonan ini dapat
diterimd. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasin.

Ketua/Kepala/Pj........

Naina

Tembusan:
Kepala Desa/Keluranan......



Lampiran Surat Permohonan

Lampiran Surat

Nomor
Tanggal
Rincian Permohonan Bantuan Kegiatan
: ! Jesic Bantuan ¥}
! ' Luas Papuk | Pestisida | Saprodi
No Nama | Jabatan NIK Benih .... P aprodt
! i i (Ha) seae caess lain ....
! { {batang) L ] e
(Kg) L} (unit)
Ketua
Anggotra
Anggota
dst..
Jumlah ;
Keterangan :
*) diisi sesuai dengan kebutuhan
Mengetahui,
Petugas Penyuluh Lapangan Ketua/Kepala/Pj........
Kaghungten /Knfo
Kabupaten /Kota
Naimia Naina




Lampiran 3. Form Vernitkasit Usulan Permohonan Bantuan
HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN
KEG_IATAN CARPREPOE I PITOPP PO PPrPPE O IR E RSPt PIRRIRPIEIIRESISS
TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa :
Nama Poktan/Lembaga :
Ketua/Pj :
Jumlah Anggota

Luas Area

Komoditi Tanaman

1. KELOMPOK TANI/Lembaga

a. Terdaftar di Simluhtan

 *Ada / tidak ada (jika ada, dilampirkan)

b, KTP Ketua

*Ada / tidak ada idilampirkan fotocpy KTP)

c. Daftar Anggota Kelompok

*Ada / tidak ada

2. Kondisi Lahan

a. Bukti Kepemilikan Lahan

*Ada / tidak ada (dilampirkan]

a. Kebheradaan Lahan

*Ada / tidak ada {(dilengkapi foto geo-tagging
lahan)

b. Kesesuaian lahan

*Sesuai / Tidak sesuai

3 | Surat Pernyataan
Kesanggupan menerima dan

*‘ada / blm ada

Ketua Poktan/Lembaga

Telanh dilakukan verilkast permohonan  baniuan olein Tin Teknis
Kabupaten/Kota ... pada tanggal.......... bulan...........
tahun...............selanjutnya Tim Teknis menyatakan * sesuai / tidak
sesual dengan usulan yang ieiah di ajukan.

Pelaksana

| RPN

Z e

Keterangan : * coret yang ridak perin




Lampiran 4. Formn  Surat Pernyataan Kesanggupan Meneérnma Dan
Melaksanakan
Kegiatan

SURAT PERNYATAAN
KELOMPOK TANI/LEMBAGA ......ccocoiviiiniennns

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
NIK

aNiln

Jabatan : Ketua/Kepala Poktan/Gapoktan
Nama Poktan/Gapoktan/Institusi
Alamat

Dengan ini menyaiakan bahwa kamti :

1. Mengusulkan Kegiatan ...,

2. Bersedia menerima dan menyalurkan bantuan yang diterima kepada
anggota serta melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk dan bimbingan
Tim Teknis PPL Pendamping.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebendar-benarnya, daiam
keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan pihak manapun, untuk dapat
dinergunakan sehagaimana mestinya.

........................... , 2023
Yang Membuat Pernyataan



Ldmplrdll S. Form Veniikasi Usulan \,dJ.OIl Penterima Calon Lahan {

HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA CALON LAHAN (CPCL)

Y

CLj

HKEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH

SUB KEGIATAN

PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DEBA

------------------------------------

TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA POKTAN/Lembaga :

KETUA/PJ

JUMLAH ANGGOTA

LUAS AREA

KOMODITI TANAMAN

1. Kelengkapan Dokumen

a. Penilaian E-Proposal

*Lulus / Tidak Lulus /

b. Hasil Verifikasi Tim Tekms Kabupaten

*Lengkap / Tidak Lengkap

't - Usulan Bantuan

|"™*Ada / tidak ada

- Terdaftar di Simluhtan

*Ada / tidak ada

- KTP Ketua *Ada / tidak ada
- Daftar Anggota Kelompok *Ada / tidak ada
- Bukti Kepemilikan Lahan *Ada / tidak ada

- foto geo-tagging lahan

*Ada / tidak ada

- Surat Pernyataan Kesanggupan menerima
dan melaksanakan

*Ada / tidak ada

¢. SK Usulan CPCL

*Ada / tidak ada

2. Kondisi Lahan **

a. Keberadaan Lahan

*Ada / tidak ada

b. Kesesuaian lahan

*Sesuai / Tidak sesual

Telah dilakukan verifikasi CPCL oleh Tim Teknis Tim Teknis Pusat/Provinsi*

pada  tanggal.........bulan..........tahun.......
menyatakan sesuai / tidak sesuai*) dengan usulan yang telah di ajukan.

.aecaSelanjutnya Tim

Pelaksana,
Tim Teknis Pusat/Provinsi ¥}

--------------------------

Teknis

Keterangan :

*) Coret yang tidak pertu
**) apabila dilakukan verifikasi lapangan




Lamupiran 0. Surai Fegaryian Kerjasama Penyaiuran Baniuan Beniuk Uang

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR © oo
TENTANG PEMANFAATAN DANA BANTUAN ........... (HOK)
KEGIATAN

Pada har mi...... langgdi...... bulan....... tahun dua ribu dua puiub  {...-

vang diangkat berdasarkan Keputusan................. Nomwor.....dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
.......................... ..... DIPA Tahun....Nomor..............1anggal..........,
yang berkedudukarn di 0 L. seianjuinya disebui PIHAK
KESATU.

NAMA Ketua helompok/Lembaga... oo, .

NJ

dalam hal ini bertindakatas nama Kelompok Tani vang

.
berkedudulan gt Desa. ... .o..omecamatan

- LS54 PP LN ULULe 553 i 0 P L

Kabupaten........... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ieriebint danuiu mempertimbangkan dan mengingai  hai-hal

sebagai berikut:

a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tghun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 92, Tambahan Lermbaran Negara Normor 44 18};

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-173/PMK05/2016 tentang

Deratiiran Menteri Kengnean Nomor 16882/PMK
turan reuangan  NOMOr  iL5/E

FER WS el VAL 222D AR LAmmas e oii . Nl Loy Lo AvidL

Darithahan Atog

4505/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/lLembaga;

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup
Kemenierian Perianian Tahun Anggaran Z2620;

d. DIPA Tahun Anggaran 2023 NOMIOT I ..ttt aeea e e eieaa e aens

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

rrmmar ealnmiiitmsrn casntn bhasecnsmans cnevan Aascakhard DATDA INIIAL nonnlrat



mengikaikan dirt dalam  Perjanjian Kerpja Sama  Pemaniaatan  Dana
Bantuan Honor Orang Kerja (HOK) Kegiatan Pengembangan
eereeeenrereraeennenennenen. elalui Anggaran Tahun 2023
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama
yang mengikai secara hukum bagli FARA PIHAK dalam melaksanakan
Pemanfaatan Dana Bantuan HOK Kegiatan Pengembangan

R «w:plp, !x‘ ;’\.“ggm ran Ta“ 0(}’)3
2} Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperlancar
Pemanfaatan Dana Bantuan HOK Kegiatan Pengembangan
.................................... melalui TA 2023
FPasai 2
RUANG LINGKUP

uang Lingkup Perjanjian Kerja Samad ini meiipuil:
Penentuan penerima bantuan;

53‘9’ A

Penentugn nilat hantuvion ﬁﬁng,
Mekanisme pembayaran;
Pemanfaatan bantuan;

Monitoring dan evaluasi.

o a0

Pasal 3
FTAT™ TV &R ¥T7AVITTT & TTTTF A TRYT
AN VAN AW AJILIDALN
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Pasal 4
SUMBER DAN JUMLAH DANA
Sumber dan jumiall Dang Pemaniaatan Dana Bantuan HOK Kegiatan
Pengembangan ...l melalui Anggaran Tahin 2023 yang
diterima oleh PU .
(1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran DIPA)........... Nomor ........... tanggal..........
{2 Jumlah dana yang disepakati PARA PIHAK sebesar Rp. ............
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Pasal 5
MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Biaya HOK

{1V W ngxn{ =T D.L.?\"’::.?\“"\gf\(‘tt‘v‘ }-‘—\n“n‘*‘x Anogoogran 'T‘n‘lquu
V4 SRRl Iliiglinivniigall ... L LIRIGERI MllgEaiall KUEIULL

2022 dilakukan oleh PIHAK I\ESATU kepada PIHAK KEDUA setelah

Perjanjian Keria Sama ini ditandatangi, dilaksanakan melalui Surat

Perintah Membayar {SPM} yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran {KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbedaharaan

NEBATH. . cveeininenennnn. , deTigdn carda pembayaran langsung ke rekening
Kelompok  Tani................ Desa......... Kecamatan  ............
abhungten nada BRank dengan namor rekening
paten ... pada Bank ... dengan nomor rekenin Z
Pasal ©
KESANGGUPAN PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BANTUAN
E‘/!.I\:TTI T‘J\ 7\7 }.}'f\M(}D n!;)/s 3\"/‘ I L"D I‘l\. /Uf'}[f') I'E‘f‘ T,‘{’}‘ /} FT DF’\J(‘ ‘1“ f}:}A N(‘ l\ ,\T

W\ EAS LNy RS

P MELALUI ANGGARAN TAHUN 2022

Pinhak KEDUA sciciall menerima  menerima  dana HOK Kegiaian
Pengembangan

mela1u1 Anggaran TA 2023

(1) Menggunakan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan usulan dan
jadwal pelaksanaan yang itercanium dajam Rencana Usaha Kelompok
(RUK} yaitu:

(2] Mengempahkan dana Daniuan rerneruiail ke Kds negara pada akiir

tahun jika terdapat sisa dana yang tidak digunakan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI PIHAK

PIHAK  KESATU  mempunyal  kewendangan — sepenulinya uniuk
melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan
nelakeanasn dari Perigniian Keria Samaz vango dilakukan alsh PIHAK

plinEEgiinall Ugil: OIjmiljicgil ALITE SdIilix Yrily Qiimxiixgil st i

KEDUA.



Pasal 8
PERSELISIHAN

{ij Apabiia {enadi perselisinan aniara FPARA PIHAK, sepakat
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat

(Z) Apabiia penyelesalan secard musyawardil dan muiakat ildak tercapai,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di

Pancadilan Negeri getemnat

TNLIATRARIINAL AT LRIl SRl AR,

Pasal ©
JANGKA WAKTU

Perjanjian  Kegga Sama 01 beriaku sejak  ditandaiangani  yaliu

...................... dan berakhirnva pada tanggal .........c..cccc.cecccieeneeeo. Tahun
2022,
Pihak Kedua, Pihak Kesatu
Ketua Kelompok/Lembaga Pejabat Pembuat Komitmen.
Meterai 1G60G Meterat 15600
NIP

Keterangain
Dibuat 2 rangkap, rangkap pertama bermeterai di pihak kedua untuk

kedua.
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Lampiran 7. Surai Penyaiaan Tanggung Jawab Muilak {SFTJM}

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama Ketua Kelompok/Lembaga © .............cooin.
{ Ketua Kelompok/ Lembaga & oo iiiiicianncnnn.
Nama Kelompok/Lembaga : ....c.cociiiiiiiniiiinae,

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

a.

o

bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana DBantuan
................. untuk kegiatan ........c.ccccccciciiiienenne... pada Kawasan
..................... TA. 2023;

apaviia di kemudian hari, penggunaan dana Bantuan dimaksud
tidak digunakan sesuai peruntukannya schingga mengakibatkan

Leruosian Nesara malra savs hergedia dituntit nensgantian kerugian
Zerugian Negarga, mada SAYa Dersenin QItuntul pengganuian erugian

negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
menvimpan seluruh bukti terkait penggunaan dana bantuan
dimaksud sebagai kelengkapan administrasi untuk keperluan
pemeriksaan.

Surat pernyadigan ini kami budi dengan sesungguimya uniuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Naima tempal, ... 2023

= SAULE N

Materai Rp. 10,0000 -

Ketua Kelompok/Lembaga



Lampiran 8. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang MiliK Negara
SURAT PERNYATAAAN
)'TRSENIA MENERIMA HIBAY RARANG MILIK NEGARA

03 540} PN

Yang vertanda tangan di bawail mi ;

Nama L e e e et —e— e reaee e e
Iahatan e e e s
PN E2Y ¢ 51 A SOOI

Dengan i ronenyvaiakdan bersedid menering  ioan Barang Milik

Negara yang berasal dari kegiatan Pengadaan ......................
Kahiingten /knta gshiias ha APBN TA, 2022 dari
Kabupaten/kota ........ seluas ... . ha APBN TA., 2022 dari
Direktorat Jenderal Perkebunan berupa ........... dan ..............

sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan
sebagai sarana keperluan kelompok/lembaga dibidang pertanian,
dengan rincian sebagai berikut:

NO NAMA BARANG SPESIFIKASI VOLUME

..........

Demiklan surdi pernyaiadaan i dibuat dengan scbenarnyda, untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.

Tandatangan / Stempel

Materat

Rp. 10.000

Nama



Lampiran 9. Berlia Acard Pemeriksa Bdarang

KOP SATKER

Pada hari ..............o..... tanggal ...l bulan ... tahun
.................. {coreeeeeS v/ i), yang bertanda angan dibawail ini
1. Nama D e,
Jabatan : .Tim Teknis ...........
2. Nama D errtiereeneraeeaans
Jabatan : Tim Teknis ..........
3. Nama L e
Jabaian Tim Teknis ............
untuk selanjutnya dzsebut PIHAK KESATU.
1. Nama D reaeae
Jabatan D Direkiur .o, stbagal pelaksana
kegiatan pekerjaan ................. [+ 3 SN

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU telah melaksanakan pemeriksaan barang

sesuai kontrak no ... tanggal ...... pekerjaan  ............ di
Kabupaten/Kota ......... vang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan

dinyatakan sesuai dengan hasil terlampir.

Apabila dikemudian han diiermukan kerusakan atau cacat yang tidak
teridentifikasi pada saat pemeriksaan barang yang diakibatkan oleh
penyedia, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib untuk
MENgLArninys.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pinak, selanjuinya barang hasi pengadadan tersebut dapat ditindakianjut
pembuatan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

FIHAR REDUA FIHARK KESATU
1. Nama
NiF.
2. Nama
Penyedia NIP.
3. Naina

NIP



Lampiran Berita Acara Perneriksaarn

SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN ..ccovvvvrenrnnens D1 KABUPATEN/KOTA ........... e
[ o ) Dealam dokumen Di lokasi Kot
! Penerim : e
No a Spesifikasi | Volume R'afra.ks Spesifikasi | Volume R.afraks .
Teknis (Kg) i2% Teknis {Kg) i2%
1. - - -
2. - i - -
3. - - -
a. - - -
Jumlah

Penyedia

1. Nama
NIP.

2. Nama
NIP

(Wh]
=
&
:‘ .
a
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Lampiran i0. Surai Pernyaiaan Kesesualan Teknis Produk

SURAT PERNYATAAN

Yang vertandatangan di bawah 1ni :

Nama :
Jabatan :
Nama Penyedia :
Alamat :

Dengan 1 menyaiakan bahwa Pupuk/Pesusida/Pembenan Tanah  (jenis

Pupuk/Pestisida/Pembenah Tanah ................. *merk} vyang disalurkan ke
penerima bantuan pada paket pekerjaan
eeeenne e raeeeas e ..... kontrak nomor : ............ e
tanggal ..o , telah sesuai spesifikasi teknisnya. Jika di

kemudian hari ditemukan ketidalksesuaian maka penvedia akan mengganti

sebagaimana mestinya.
Demikian kami sampaikan uniuk dapat digunakan seoagdaimana mesinya.

sracveesvraenannsatEsrsscasRMaREaRaEy  sesmsssssessas

TTD dan Stemple

Matera: 10.000



Lampiran 11i. Berita Acara Serah Terima Barang
KOP PERUSAHAAN PENYEDIA
Berita Acara Serah Terima

Bantuan Pemerintah Pengadaan .......c.ccoooiiiiiiiiiiiia TA. 2023
. T .

Pada harnini .......... tanggal ............ bulan Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua di Desa ......... Kecamatan ........... Kabupaten/Kota ...........
Provinsi,........ kami yvang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :

Jabatan

Perusahaan

Alamat

Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai

pihak PERTAMA
2. Nama Doerereeecaeenes

Jabatan D eeeeeeeaaean

Kelor?;;k Tani D e,

Nomor HP D e,

Yang Menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA
Sesuai dengan Kontrak nomor...cceeeevevieiciicnneinnnen. tanggal........ 2023

maka, pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA
bantuan benth cengkeh siap tanam sebagai berikut:

Jenis Volume Nornor No
Komoditas/ (b -
atang)
Varetas/mer Label Sertifik Masa
ek . Edar
at
umlan
¢ Rafraksi2%dari........ batang = .......... batang
Demikian Serita Acara SerahTerima bantuan ini  dibuat, untuk
Aomatr Almaamariralrae aotvoaaima oo s aabimers
\Lﬂk)ut \&Ll_l\— L S\ALL(LI\(AJ L I IICAR CALILICALIECE ALY t.ux_y L =3

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Ketua/Sekretaris/Bendahara Poktan

STEMP

Mengetahui
Tim Teknis Kabupaten Tim Teknis Pusat/Provinsi

STEMP
EL

STEMP
EL

WMITYTY NnTTTFY



Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang

Bantuan Pemerintah Pengadaan

......................................................

TA. 2023

No.

Kabupaten

Nomor Kontrak

Naiua Nama NIK . Volume § Nomor L!
Varietas/ No. Ed
No Kelompok Ketua Ketua Poktan Desa Jenis /batang § Labell oi ase Bl
BAST Tani T . Sertifi
Jmerek kat

Jumlah

e Rafraksi 2% dari ............batang = batang

eknis Daerah

td

Mengetahui, Tim Teknis

Pu

Pr

NIP.

STEMP




T N N 1 Ty . * ;o - T L3 v e % b
Lampiral 1£. DCrita ACATry OCTdl | CIIMd FERCT}adll
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ii XOP SATUAN KERJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

CSrecttatrsETTrIITICLMICICIETCIENEDIRNERLE 2233222333530 0020CENAITEIICIPANRCINNNEILEINIINLRRANAEIEUPORIACIEED

Nomor : ....cooeevvenennn. /PPK-,,,,,,,,/PL.O30/E.3/.../2023

2ads hari ing tarmoaal hrrlan tahkiiien Mg riha
a¢g D8ri iy, Ll B SOZES: civeriaeiiann DULED anun g ricu

dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

i. Nama L e eereerereeniecreeraertean s raanrnaraan
Jabatan :  Direktur Utama PT.
............................... dalam hal ini bertindak
uniuk dan atas nama  diri | sendiri,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama e ieteteeerereceeeeeereneieraaneeaannans
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  Direktorat

Tanaman Semusim dan Rempah dan
Penyegar daiam hai i beriindak unituk dan
atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjuinya dengan mengingati :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyvedia;

3. Berita Acara Pemeriksaan NOmMoOT......cccocevveenanenn.. Tanggal .............

Sehubungan dengan hal lersebui diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan serah terima hasil pekerjaan
pengadaan................. eernen cvesereseennsenneee.  déngan  syarat-syarat dan
ketentuan seperii diurgikan padd pasai-pasal berikui :

Pasal 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Hasil pekerjaan
pengadaan barang sesuai daftar terlampir

FPasail Z
PIHAK KEDUA menerima penyerahan hasil pekerjaan pelaksanaan
pengadaan barang sesuai pasal 1 tersebut di atas.

rasai o
Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-
masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendanara Pengeluaran Satker Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perkebunan.



TPy 5

Pii' AWr WFYLre A T‘U Fiﬁ nvr uu“
Yang menyerahkan, Yang menerima,

________________________________________________________________________________________

Direktur NiP.
Lampiran
Nomor BAST @ coeviiiiinn, /PPK-,,,,5,,/ PL.O30/E.3/.../ 2023
RINCIAN PENGADAAN
Tahun Anggaran 2023
Dalam Dokumen Di Lokasi
N Kelompok K
0 Tani Spesifikasi | Volume | Rafraksi | Spesifikasi | Volume | Rafraksi et
Teknis {kgj 2% Teknis {kgj 2%
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

...................

B R R R

Yang menerima,

meemmsserreEscsermrEsrreromsatyeETF TR ey




